BAB VI
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis

Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten

Ngada, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain;

1.

b)

Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan
Bajawa Kabupaten Ngada,yaitu dalam proses pengelolaan anggaran Dana
Desa ada lima Tahap

Tahap Perencanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dilihat dari
musrembang yang diadakan tim pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana
Desa masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrembang partisipasi
masyarakat masi sangat rendah, hal ini disebapkan kurangnya transparansi
informasi

Tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, karena
penggunaan anggaran pengelolaan dana desa dapat terselesaikan dengan
baik namum kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan
perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga
pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa dilakukan di desa
bomari masi kurang efektif

Tahap penatausahaan berdasarkan hasil penelitian sudah efektif, karena
pemerintah desa bomari sudah melakukan sesuai aturan bahwa adanya
penatausahaan yang dilakukan bendahara desa berupa buku kas umum,

buku kas pembantu pajak dan buku bank
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d)

Tahap Pelaporan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, karena
pemerintah desa bomari belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
dimana pemerintah desa masi belum mampu untuk melaporkan kegiatan
sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan terlihat dari belum
rampungnya tahap kedua
Tahap pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan anggran dana desa
masi kurang efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak
disusun oleh pemerintah desa bomari serta tidak adanya evaluasi kegiatan
yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat desa bomari. Tahapan
pengelolaan anggaran dana desa tersebut belum sesuai dengan prinsip
pengelolaan dan tujuan pengelolaan dana desa yang mengutamakan
transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap
kegiatan pembangunan yang dilakukan.
Faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran dana desa di desa bomari
kecamatan bajawa kabupaten ngada yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

b) Informasi
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